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TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN, DAN
PENGAWASAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Kepala BATAN Nomor
161/KA/XII/2006 tentang Pedoman Penyusunan dan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BATAN;

b. bahwa Peraturan Kepala BATAN sebagaimana dimaksud
pada huruf a tidak lagi memenuhi kebutuhan dalam
penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan pengawasan
anggaran pendapatan dan belanja negara BATAN, perlu
ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Kepala BATAN tentang Pedoman Penyusunan,
Pelaksanaan, Pelaporan, Dan Pengawasan Anggaran
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Pendapatan Dan Belanja Negara Badan Tenaga Nuklir
Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata
Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4406);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
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Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

12. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
2005;

13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2010.

14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-
2014;

15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
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16. Keputusan Presiden Nomor 16/M Tahun 2007;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005
tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11 /M-
IND/PER/3/2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan
Produksi Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-
IND/PER/6/2006;

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007
tentang Bagan Akun Standar;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK 06/2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,
Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan
Barang Milik Negara;

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat;

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;

24. Keputusan Kepala BATAN Nomor 360/KA/VII /2001
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi
Teknologi Nuklir;

25. Peraturan Kepala BATAN Nomor 392/KA/XI/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir
Nasional;

26. Peraturan Kepala BATAN Nomor 393-396/KA/XI/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai di Lingkungan
BATAN;

27. Peraturan Kepala BATAN Nomor 093/KA/V/2009
tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penelitian,
Pengembangan, Perekayasaan, Diseminasi, dan
Penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi Nuklir;
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28. Peraturan Kepala BATAN Nomor 013/KA /I/2010
tentang Rencana Strategis Badan Tenaga Nuklir Nasional
Tahun 2010-2014;

29. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
66/PB/2005 Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas
Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

30. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun
Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan
Belanja Modal;

31. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

32 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan
Akun Standar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR
NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN,
PELAKSANAAN, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepala adalah Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional selaku Pengguna
Anggaran (PA)/Pengguna Barang (PB).

2. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit
organisasi di BATAN yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari
suatu program yang diberi wewenang atas penerimaan dan pengeluaran
anggaran, dan pengelolaan barang serta mempunyai kode satuan kerja.

3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA
adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh
Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku


